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Dexgen hormat, berhubung masih adanya ketidakfahamen
pihak Yeyasan tentang pelaksanaan izin Oyperas’onal sey

perti dinaksud SK Dirjen Dikdaczen No,018/C/Kep/I 1983

tenteng syarat dan tata cara pendirian Sekolah Swasta,
peclu koml jelaskan bahwa : R P

a, SX Dirjen Dilkdasmen No,018/C/Kep/L 19€3 itu diber-
lakuksn bagi sekolah-~ sskolah swasta yang akan di-
diriken zetelah berlakunye SK tersebut, yaitu mulai,
tanggal 23 Februari 1983,

b, Dagi sekolah.- sekolah swaste yang berdirli sebelum

tertitnya SK Dirjen Dildnsmen No,018/C/Kep/I 1983 .
maka keberadaannya dengan sendirinya telah diakui-
oler pemerintah, khusuenya oleh Menteri Pendidikan
can Kebu.iayaan ‘Republik Indonesia, Hal ini sesual
dengan makna yang terkandung dalam Bab VI pasal 17
XK Dirjen Dikdasmen No.s018/C/Kep/I 1983.

c. O1l2k kerena itu, bagi sekolah- sekolah yang telah
berdiryi dan boroperasi:sebelum berlakunya SK Dir-
Jen' Dikdasmén tersebut, tidak perlu lagl. mendapat-
ke pemutihan ixin operaslonal karena keberadaannya
secara hukum telah diakui 'oleh pemerintah.

d. Peputihan izin operasional diberikan kepada sekolah.
sekolah swabta 'yang telah berdiri/ operasional hing

ga sekarang, setelah berlakunya SK No,018/C/Kep/I
983, namun belum mendapatkan persetujuan pendirian
dari Kepala.Kantor Wilayah Depdikbud yang bersange
kutan terlebih dahulu, : '

Demildan penjelasen kaml, semoga Saudara menjadi maklum,
' sty
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1, Kepala Kantor{\ %,
Wilayah Depdikbug N

. (sebagai laporan]),

2. Kepala Kendepdikbud Kodya/Kabupaten se Kalbar,

3. Ketua Kelompok Pengawas Kanwil Depdikbud Prov.Kalbar,




